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PERUSAHAAN PERSE ROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT

INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA

(PERSERO)Tbk

Nomor: 3-

-Pada hari im, Selasa, tanggal 09-03-2021 (sembilan Maret dua rlbu dua puluh

•Pukul 10.50 (sepulud lewal tima puluh menrt) Waktu Indonesia Barat. ——

Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya Notaris ken a I dan nama--'

^anggai, 07-11-1963 (luj^" November senbo semtiilan raius enam puluh

| Indonesia, bertempat tmggai di Jakarta Barat. Jalan At Taqwa II Nomor 4.

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatipulo. Kecamatan

a  NOKEP. S.06-DI^CDS^2/2020. ianggai 10-12-^020 (sepuluh 



b. NOKEP: B7-DIR^CDS/02/2021. tanggal 18-02-2021 (delapan belas —-

seluruhnya dibuat di bawah tangan:-

| dengan demiklan mewakili Direksi, selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang

RAKYAT INDONESIA Tbk Disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA—

(PERSERO) Tbk. tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua --

satu) dari dan oleh kar^na itu unluK dan atas nama Rapat Umurn Pemegang --

|  (PERSERO) Tbk tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua nbu dua -----

puluh satu); PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKVAT -

j   INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk,

tersebul berKedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Gedung BRI I. -

Jalan jenderal Sudirman Nomor 44^̂ 6. Jakarta Pusat. yang Anggaian-

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 07-09-2007 (lujuh—

September dua ribu tujuh) Nomor 72, Tambahan Nomor 1017.—"

-Berila Negara Republik Indonesia tertanggal 11-01-2008 (^abelas



-Berita Negara Republik Indonesia terlanggal 25-0B-2D09 (dua puluh —-

|  lima Aguslus dja ribu sembilan) Nomor 68, Tambahan Nomor 23079; -

-Akta Nomor 38, tanggal 24-11-2010 (dua puluh empat November dua -

ijbu sepuluh) yang dibual di hadapan saya, Nolans, yang Penerimaan --

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat -•

di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian —

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor

-Akla Nomor: 8, tanggal 10-07-2014 (sepuluh Juli dua ribu empat belas).

yang dibuat di hadapan saya. Nolaris. yang Penerimaan Pemberitahuan

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -

-Akta Nomor: 1, tanggal 01-04-2015 (satu April dua ribu lima belas) yang

Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan di calal dalam database

Sislem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, tanggal -

08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas);



Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015594.AH.01 0^ TAHUN

b.Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah —

Kemenlenan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —

Direktorat Jenderal Aflmirastrasi Hukum Umum Nomor:_..

AHU-AH.01.03-0157770, tanggal 01-08-2017 (satu Agustus dua ribu

-Akta Nomor: 54, tanggal 27-10-201? (dua pulub tujuh Oktoberdua ribu -

tujuh belas) yang dibuat di hadapan saya, Notarls, yang Penerimaan —

catat di dalam Sistem Administrasi Bad an Hukum Kementerian Hukum -

AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 03-11-2017 (tiga November dua ribu -

dihadapan saya. Notaii^ yang —--—

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0028948.AH.01.02TAHUN

2018,tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas);

b.Penerimaan Pemberiiahuan Penjbahan Anggaran Dasat-nya telah —



Kerne n ten an Hu^um dan Hak Asasi Manusia Repubhk Indonesia •—

AHU-AH 01.03-0271812, tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua -

-Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor --

dibuat di hadapan say a, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Dala-nya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Admimstrasi Badan-

AHU-AH.01.03-0409242. langgaf 19-11-2020 (sembilan beias November dua -

dalam akta nomor 9. tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua

-Penghadap bertmdak dalam keduflukannya sebagaimana tersebut di atas —

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebul dan penghadap-

A Bahwa pada ha^i Kamis. tanggal 21^01-2021 (dua puluh satu Januari dua —

r ibu dua puluh salu) bertempal di Kanlor Pusai BRI, Jalan Jenderal



yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal 21-0"1-2021 .

Otontas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04^202Q, yang diundargkan

Perusahaan Terbuka (selaniutnya disebut POJK 15/2020). Perseroan telati

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), dengan surat -—

Perseroan Nomor: R 659-DI R'SKP/CSM/12/20^0 tanggal 01-12-20^0 (satu

Desember dua ribu dua puluh], parihal: Pemberitahuan Rencana RUPSLB -

BRI Tahun 2021 dan Surat Nomor' R.677-DIR/SKP/CSM/12/2020 tanggal -

08-12-2020 (del a pan Desember ^ua libu dua puluh). perihal: Tambahan —

1 Dasar Perseroan, telah d^lakuka^ pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar -

harian berbafiasa Indonesia yaitu surat kabar hanan Invesior Daily dan 1 -

(satu) surat kabar harian berbahasa asing yaitu surat kabar The Jakarta —

Post, serta situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan -—

]   Dasar Perseroan |uncto Pasal 12 huruf c dan Pasal 17 PQJK 15/2020, —- -



ilah dilakukan pemanggtlan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -

'  Indonesia yaitu surat kabar harian Investor Daily dan 1 (satu) surat kabar -

harian berbahasa asing yaitu surat kabar The Jakarta Post, serta situs web

Indonesia, masjng-masing pada tanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember -

——PEMANGGILAN ——-_.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan1 1), berkedudukan di —

menghadiri Rapal Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan —

HarirTanggal    : Kamis, 21 Januari 2021--

f Jalan Jendral Sudlrman Kav. 44^46, Jakarta Pusat —

]    a Perubahan Anggaran Dasar diantaranya dilakukan untuk memenuhi —-

[   Pasal 57 dan Pasa! 63 Peraturan OJK Wo. 15/POJK.04/2020 tanggal 20

I April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan -

•a CPOJK No. 15/2020") serta Pasal 28 ayet (1) Anggaran Dasar



Sesuai Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) P^raluran OJK No. 2/POJK.04/2013

Dikeiuarkan oleh Emilen alau Pewsatiaan Publik Dalam Kondisi Pasa' ••••

1  CPermen BUMN No 03/2019'}, BUMN yang oerb^ntuk Persero Terbuka —

memberl^kukan peraturan mi moialw adopsi secara langsung oleb Direksi

3^  Pengukuhan Pamberlakuan Peraturan Menter! BUMN Rl No. —--

I  Manajemen dan Kontrak Manajamen Tahunan Direksi Badan Usaha -

I  Millk Negara.———

Sesuai PasBl 16 ayat (2) PeraWran Menteri BUMN No.—

PER-11MBU/11/2020 ("Permen BUMN Wo. 11/2020"), BUMN yang -—

be^tuk P^rsdro Terbuha mentb^riakukan pGr&tuf&n ^^ metatui a^opst ^

|  secara langsung aleh Direksi eteu penguku^an dalam RUPS —-

| 4.  Persetujuan atas Pengallhan Saham Has 11 Pembellan Kern ball Saham

I {Buyback) yang Disimpan sdbagal Saham Treasurl ^reasury Stock)- -

j   b Perubahan Anggaran Dasar wajib ditetapkan ofefi RUPS paling lambal -

18 (delapan betas) bulan se/ak diberlakukannya POM No 1^/2020 ..-.

| PER-OB/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2013 ten tang Pedoman --

,  Umum P^laksanaan Pengadaan Barang dan Jaaa BUMN._



kembati yang diatihkan tidak matalui pgnjualan di Burse Efek Indonesia —

a. Pasa< 11 ayal (27) huwl d Anggaian Dasar Perseroan dan Pasal 10—-

ayal (3) dan ayal (4) Peraturan OM No 33/POJK.04/2014 tanggal OB -

Perusahaan Publik yang mangatur bahwa kepulusan pemberhentian —
I

| b. Pasel 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayal (12j Anggaren Dasar Perseroan -

1  Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendin kepada para Pemegang

Saham Iklan im dianggap sebagai pemanggilan resmi Rapal sesuai Pasal

2.  Berdasafkan Pasal 25 ayat (7] Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang —

Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Etek ("KSEI")

pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 pukul 18.15 WIB.



3  Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. yang

[  diierbitkan Kemenlerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan.._.

merekomendasiksn Pemegang Saham unluk hadir dengan memberikan -..

Kuasa melalui Fasililas Electronic General Meeting KSEI ("eASY.KSEI") —

Acuan Kepemilikan Sekudtas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam ha I__

I
b.Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa djberikan dalam —

suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan^atau pllihan —

dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapal hingga selambai-

lambatnya 1 (satu| han kerja sebelum tanggal penyeienggaraan Rapat

pada pukjl 12.00 WIB.—

Panduan regislrasi. penggunaan dan pen|elasan lebih tan jut mengenai

eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, -

Apabila Pemegang Saham tetap bemiaksud mengahdiri Rapai seca^a -—

f isik, ketentuan di bawah in i mo^on dapat dipedomani;—-

a. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwaklli oleh

M) Pemegang Saham menerbilkan Surai Kuasa dengan calatan



anggota Direksi dan Dewan Kotnisaris, serta karyawan Perseroan. -

Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom, -

selambat-lambatnya pada han Sertin, tanggal 18 Januari 2021 pukul

membawa dan menyerahkan fotokopi idenlitas dm yang masih beriaku -

Pemegang Saham berbsntuk Badan Hukum diminta untuk membawa —

Konfirmasi Terlulis Untuk Rapal (KTUR) yang da pal dlperoleti pada —

Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuli dan lulus protokol -

keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagal —

1) Memiliki Sural Keterangan Ujl Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau —

I Tes Swab PCR (negative) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah



sakil. puskesmas atau klinik dengan ianggal pengambilan sampei 1 .

(salu) hari sebeium Rapai....

2) Menggunakan masker selama berada di area dan lempal Rapat. —

Rapat selesai. Untuk itu dalam rangka physical distancing, Panitia —

membalasi kapasitas ruang Rapal.-..

5} Mengikuli prosedur dan protokol pencegatian penyebaran maupun —

penularan Covid-19 yang ditetapkan olet^ Pereeroan.—~„_

ketent^an huruf e di atas direkomandasikan memberikan kuasa melalui

5. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19,

0. Mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan^atau——

mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan

J^ Pemanggilan ini sampai dengan disslenggarakan Rapat. Bahan Mata



Pusat Perseroan (Corporate Secretary Division. Gedung BRI 1 Lanlai 15,

Jalan Jendral Sudirman. Kav 44-46. Jakarta Pusal 10210), jika diminla —

cara tertulis oleh Pemegang Saham. Dikecuallkan dari ketentuan ini, —

Bahan Mata Acara berupa pembahan pengurus Perseroan akan tersedia -

Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (t iga puluh) menil—

bahwa selembar dari surat kabar-surat kabar yang memuat Pengumuman dan

E. Bahwa sesuai dengan Daflar Pemegang Saham Perseroan per tanggal —

dtterbitkan PT Dalindo Entrycom aebagar Biro Adminislrasi Elek Perseroan -

ih saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah 123.345.810,000 --

(seratus dua puluh tiga miliar tiga rat us empat puluh lima juta delapan rat us

seputuh ribu) saham, yang lerdiri dari 1 (satu) Saham Sen A Dwiwarna dan

123.345.809.999 (seralus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima -

juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) -

Saham Seri B dari seturuh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan --

tersebut, sajumlah 750.463.500 (tujuri ratus lima puluh juta empat ratus —



enam puluh tiga ribu lima rat us) saham lei ah dibeli kembali oleh Perseroan

demikian jumlah sel^ru^ saham yang mernp^nyai hak suara yang sah-.

rniliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ralus empat puluh enam ribii -

lima ralus) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan —

122.595 346 499 (seratus dua puluh dua rriliar lima fatus sembilan pulyh -

106 167.139 579 {seralus enam miliar seratus enam puluh tujuh juta -

saham Seri B dengan nilal nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) setiap

atau seluruhnya sejumtah 106 167.139.580 (seralus enam miliar seratus -

enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan —

puluh) saham atau lebih kurang sejumlah 86,5996% (delapan puluh enam -

koma lima sembilan sembilan enam persenj dari seluruh satiam yang lelah

Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29-12-2020 (dua puluh sembilan -

Desember dua ribu dua puluh) yang dilerbitkan PT Datindo Entrycom



(seratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus -

empat puluh enam ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham -

:  yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat. sehingga Untuk mata -•

acara 1. sesuai Pasal 25 ayat (5) huf uf a Anggaran Dasar Perseroan,-

Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang

sah yang bersama-sama mewakili paling sedikil Vj (dua per tiga) bagian —

G.Bahwa Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang —

beilaku lermasuk Peraturan Preside^ Repubiik Indonesia Nomor 13 Tahun -

Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang -

Dan Tindak Pidana Pendanaan Te^onsme (selanjutnya disebul PP Nomor -

Perseroan mengertl, memahami dan mematuhi semua ketentuan yang —

lercantum dalam PP Nomor 13 Tahun 2018 lersebul di alas:—~

Direksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak Perseroan adalah -

Nyonya HANDAYANI selaku Direktur Konsumer Perseroan yang maslh -—

kuasa oleh Rapat sebagaimana dimuat dalam akta saya. Notans terianggal

21-01-2021 (dua puluh satu Januarl dua ribu dua puluh satu). Nomor: 9, —

untuk menyatakan keputusan Rapat Mata Acara ke-1 (kesatu) yaitu



Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebul di bawah

ini dalam sualu akta Notaris tetsendiri termasuk menyusun dan menyalakan

kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan -

menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda

oerluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan. beserta —

K Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan dalam Rapat telah

Dasar Perseroan, berdasarkan laporan dari BAE terdapat pemungutan suara

•  Pemegang Saham yang Tidak Setuju sejumlah 26 509.221.793 (dua puluh

!  enam miliar lima ratus sembijan juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuii —

|  ratus sembilan puluh tiga) saham atau mewakili lebih kurang 24.9993^

(dua puluh empat koma sembilan enam sembilan tiga persen) dari jumlah -

•  Pemegang Saham yang Abstain sejumlah 541 682.219 (lima ratus empat -



i mewakili lebih kurang 0,5102% (nol koma lima satu nol -

ratus enam pulu^ delapan) saham atau mewakili lebih kurang 74.5204% —

(tujuh puluh empat koma lima dja nol empat persen) darijumlah seluruh —-

saham yang nadir dalam Rapat ——^—

Sesuai dengan POJK 15/2020: Abstain dianggap mengeluar^̂ an suara yang —

sama dengan suara mayontas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -•

sesuai dengan perhit^ngan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek jumlart —

Abstain ditambahkan ke dalam suara setuju, dengan demikian suara setuju -

menjadi 79.657.917.787 (tujuh puljh sembilan miliar enam ratus lima puluh —

saham atau mewakili lebih kurang 75,0306% (iuiuh puluh lima koma nol tiga —

Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK —

2 Menyelujui untuk menyusun kembali selu^uh ketentuan dalam Anggaran —

Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan seDagaimana dimaksud -

paOa butir 1 (satu) tersebut di atas yang perubahannya sebagaimana



Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi

berkaitan dengan keputusan Mata Acata Rapat mi Kuasa dan we^enang -

tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran -

Dasaf Perseroan da lam sualu Akla Nolans dan menyampaikan kepada —-

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perse roan, melakukan segala

Perseroan |ika hal lersebul dipersyaralkan o'.eh instansi yang berwenang. -

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan bahwa -

penyesuaian dengan POJK Nortw 15^POJK.04/20^0 tentang Rencana dan -

16/PO^K 04/2020 tentang Peiaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara -

Elektronik lemasuk menyusun dan meoyatakan kembalt seluruh perubahan -••-

Anggaran Dasar serla untuk mengadakan penambahan dan/atau perubatian ••

Anggaran Dasar lersebut jika hal lersebut dlpersyaratkan oleh inslansl yang —

berwenang maka akan ierdapat perubahan pada pasal-pasat sebagai be^^ut -

-Pasal 21 tentang Rapat Umum Pemegarig Saham Tahunan;



seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) dan memperoleh status badan —-

hukum sejak tanggal 12-08-1992 (dua betas Agustus seribu sembilan ratus —

—Jangka Wakiu Berdlrlnya Persero

-Pasal 23 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman. Pemanggilan

-Pasal 25 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapa!-

kern bail Anggaian Dasar Perse roan sehingga seluruh Anggatan Dasar—

Paal 1—

Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya Oalam Anggaran Dasar ini cukup —

Komisaris unluk kantoi Cabang atau kanlor Perwakilan di Luar Wilayah —

Republiklndoneaia •



2(1

sembilan puluh dua) serta didirikan untuk jangka wakiu yang tida^̂  terbalas

saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna menmgkatkan mlai

(2)Untuk mencapai maksud dan tu|uan lersebul di atas. Perseroan dapal —

\   melaksanakan usaha ulama sebagai benkut:——-^

3. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa —

giro, deposito be ĵangka. senif ikat deposilo. tabungan dan/atau benluk -

c.Menerbptkan surat pe^gakuan hu1an^r—~—-——^-

d.Membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk -

selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada-

i kebiasaan dalam perdagangan aural dimaksud;^•

' 4)  Serllf lkal Bank Indonesia (SBI);""



berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketenluan yang ditetapkan •

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan

Menempatkan dana pada. meminjam dana dan. alau meminjamkan -—-

telekomunikasi maupun dengan wesel iunjuk, cek atau sarana lainnya;--

g. Menerima pembayaran dan lagihan atas surat berharga dan melakukan

befdasarkan suatu konlrak;--—

j   Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya —

k. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua -

kepada Perse roan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli -

Melakukan kegialan anjatt piutang, usaha kaciu kredil dan kegiatan wail



oleh yang berwenang;——

n. Melakukan kegiatan da lam valula asing dengan mernenuhi kelentuan -

yang ditetapkan oleh yang berwenang,—

0Melakukan kegiatan penyertaan modal pad a bank atau perusahaan lain

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oloh yang

berwe nang;—

p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi —

Prinsip Syariah dengan syaral harus menank kembali penyertaannya, -

q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pansiun —

I  r  Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang —-

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.—

(3) Selaln kegiatan usaha utama sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), -

Perseraan dapal melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam

mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak—

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ——

Modal—

Pasal4-

1) Modal dasar Perseroan sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas -—

' Iriliun Rupiah), leitagi atas 



299.999.999-999 (dua ratus sembilan puluh sembiian miliat sembilan —

sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Sen B. -

masing-masing saham betnilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah]. —

(2)Dan Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta —

disetor sebanyak kurang lebih 41.115% (empat puluh satu koma satu satu

lima persen) atau sejumlah 123.345.810.000 (seratus dua puluh tiga miliar

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.167.290.500.000,00 (enam

tr i liun se ratus enam puluh tujuh miliar dua rat us sembilan puluh juta lima -

ratus ribu Rupiah) yang tefdiri dan~—^

b   123 345.609 999 (seratus dua puluh tiga miliar t iga ratus empat puluh

t ima juta detapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh —

sembilan) saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -—

Rp6.167 290 500 000.00 (enam tril iun seratus enam puluh lujuh miliar

(3)100 % (seratus persen) dari nilai nominal setlap saham yang ditempatkan

i  (onam triliun s^ratus ^nam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juEa

inasing-masiitg pemegang saham Perseroan. -^-——-—

I
1  keperluan modal Perseroan. Dalam melakukan penambahan modal --



unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.~"~

i Kelenluan mengenai penambahan modal adalah sebagaimana diatur

O

Perseroan wajib lertebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum ...

mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga ---.

dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal. —_

Perseroan dapat melakukan p^nambahan modal melalui penerbitan ---*^^_

saham dan/atau Efek Bersilal Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi

menjadi saham atau yang memberikan ha< untuk membeli saham, dengan

(6) Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Elek --

bersifal ekuitas lainnya sebagaimana dirnaksud dalam ayal 5 Pasal ini —

tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui-

penerbitan saham dan/alau Efek bersifal ekuitas lainnya dalam rangka1 —

a   Perbaikan posisi keuangan;-

b,Selain perbaikan posisi keuangan;—

[    1) Merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang --

[  dikapltalisasi menjadi modal, dan/atau-

2) Bukan merupakan DMden Saham sebagai hasil dari agio saham -



diantaranya untuk penambahan modal dalam rangka selain memperbaiki -

posisi keuangan diFaksanakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar ini

110) Setiap penyetoran atas saham dalam simpanan yang dikeluariian oieh —

penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat —

b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain

2)Menggunakan penilai untuk menentukan niiai wajar dari bentuk -

kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain —

3] Tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga
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Dalam hal penyeloran atas saham berupa hak lagih kepada —_

yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagi h

penggunaan dananya digunakan untuk melakukan Iransaksi dengan nilai

lainnya. yang lidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD-

memberikan HMETD. wa|ib mengumumkan infoimasi mengenai lencana

Penambahan modal dasar Perseroan yang merupakan perubahan—

Anggaran Dasar Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan

ketenluan sebagai berikut1•—

\.  Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal —-

dilempatkan dan modal disetor rnenjadi kurang dati 25% (dua —

puluh lima per sen) dari modal dasar, da pal dilakukan sepanjang -

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enaml bular -

;2) Dalam hal penambahan modal diseior sebagaimana



(1) Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama —

pemitiknya yang terdafta^ dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dan:

b.Saham Sen B yang dapal dimil iki oteh Negara Republik Indonesia --—

- Pasal 5 -

dimaksud dalam butir i di alas tidak terpenuhi sepenuhnya, —-

dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga modal dasar —

dan modal diselot memenuhi kelentuan Undang-Undang —

Perseoran Terbatas (UUPT). dalam jang^a waktu 2 (dua) —

b, Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal —

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang —

25% (dua puluh lima persen) bari modal dasar dan mempunyai —

perubahan Anggaran Dasar dari Merited di bidang Hukum atas —

pemegang saham Seri A Dwiwarna dan kepulusan Rapat tersebut hams-

ctisetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.



b)Pefselujuan perubahan pennodalan;-

[   pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;^—

(2)Dal am Anggaran Dasar mi yang dimaksud dengan "saham" lalah saham -

Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang —

saham" lalati pemegang saham Sen A Dwiwarna dan pemegang Saham --

pihak yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum alas -

mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 —

(satu) haK suara-—

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham —

yang dimiliki khusus oleh Megara Republik Indonesia yang memberikan

kepada pemegangnya hak islimewa seoagai pemegang saham Sen A ••

(1j Hak untuk menyelujui dalam RUPS mengenai hal sebagai —



4)Hak untuk meminta dan mengakses data dan dckumen Perusahaan

d Kecuaii Hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c —

I     sebab-sebab lam menjadi mil ik dari lebih 1 (satu) orang inaka mereka —

yang memiliki bersama-sama tersebut diwajib^an untuk menunjuk seorang

aris;---in Komi

2) Hak untuk mengusulkan Galon Anggola Direksi dan Calon Anggola



(6) Dalam hal para pemilik bersama ilu lalai unluk memberilahukan secara —

Perseroan memparlakukan pamegang saham yang namanya terdaftar —

(I] Sedap Pemegang Satiam menumt hukum harus tunduk kepada Anggaran

(8) Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatal pada Bursa Efek ——

[    a Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Koleklil pada

Dalam hal Saham Perseroan tnasuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga

Penyelesaian dan Penyimpanan. maka Perseroan wajib menerbitkan —

sertifikat atau konflrmasi tertulls kepada Lembaga Penyelesaian dan -~



memiiat tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan—

Komisarls Uta^a, alau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana —

t idak peiiu dibuhlikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Ulama

membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki

e Jurrr^ah saham ^a^ nomor s^ral saham yang be^san^kutan•—*



bersama-sama aengan salah seorang anggola Dewan Komisaris, atau —

apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhaiangan hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak keliga, maka oleh salah seorang Direktur -

bersama-sama dengar salah seora^g anggota Dewan Komisaris, tanda --

langan tersebut da pat dicetak larigsung pada surat saham. surat kolektif ^

dikonversikan roenjadi saham, den^an mengindahkan peraturan ——-—.-

perundang-undangan di bidang pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dl •

(7] Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham —

) Selumh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh -

a.  Pihak yang mengajukan permo^onan lertulis penggantian surat saham

c.  Asli suot saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar -

dengan surat saham baru yang nomornya sama dengar nomor surat-



d.  Perseroan ^ajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut--

|  setelah memberikan penggantian sural saham.—

(2)Dalam hal sutat saham hilang. penggantian surat saham tersebut dapat —

Perse roan telah mendapalkan dokumen pefaporan dari Kepalisian -—-

Pihak yang mengajukan permohonan pengganlian saham memberikan

dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum -

(3)Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham —

I yang telah digantftan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.—

| (4) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham Itu ditanggung —

f  oteh Pemegang Saham yang berkepentingan--

I  (5) Ketentuan ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham

|  pengganti juga berlaku untuk pengeluaran sural kolektil saham pengganti -

—Pasal 8-

(1) Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam -



b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan

Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan —

dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan •

merupakan bagian darl Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -

mencatatkan saham lersebul dalam buku Daftar Pemegang Saham —

Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -•

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud -—

dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud —

dafam huruf c ayat in^ sebagai tanda bukli pencatatan dalam buku—

Perseroan wajib mernulasikan saham dalam Penilipan Kolektif yang

terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau —

Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -



dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama —

f.Permchpnan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan —

,  Admtnistrasi Efek yang dilunjuk Perseroan;—

g.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kuslodian atau -•---—

h Dalam Penltipan Koiektif setiap saham dari  |enis dan klasifikasi yang —-

Koiektif apabila surat saham tereebul hilang atau musnah, kecuali Pihak

jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai—

pemegang saham dan surat saham lersebut benar benar hilang atau --

j,  Perseroan wafito menolak pencatatan sa^am ke dalam Penitipan ——--

Koiektif berhak hadir dan^ t̂au mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai

dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.



rekenmg Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki Dleh -„ ,

paling lambat 1 (satu) han kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum

Pemegang Saham fRUPS").——-

.Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS -

Bank Kuslodian yang merupakan bagian dan pcrtofolio Efek Reksa —

Dana berbentuk kontrak in vesta si kolektif  dan tidak termasuk dalam

menyampaikan nama Manajer Invest^si tersebui paling lambal t (satu)

sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan -

dan Penyelesaian atas saham dalam Penilipan Kofektif pada Lembaga -

Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -—

Penyimpanan dan Penyelesaian terseOut menyerahkan dividen, saham

bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan —

Efek untuk kepeniingan m^sing-masing pemegang rekening pada Bank

dan Peiwsahaan Efek lersebul.—

wajib menyerahkan dividen, saham bonus alau hak lain —~ ~

n dertgan pemilikan saham kepada Bank Kustodian alas —
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saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan

bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak in^estasi -—

koleklif dan tidak lermasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga —

p. 8alas waktu penentuan pemegang rekemng Efek yang berhak untuk —

memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan •——

RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek

wajib menyampaikan daftar pemegang rekemng Efek beserta jumlah —

saham Perseroan yang dimihki oleh masing masing pemegang rekening

Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling

lambat pada tanggal yang meniadi dasar penentuan pemegang saham

lainnya. untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat

(Z) Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan ——

perundang-undangan di bidang Pasar Modal oan peratuian Bursa Efek —

— Daftar Pemegang Soham dan Daftar Khusus ——

(1)Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar

(2)Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat:



b. Jumlah, nomor, dan langgal perolehan saham yang dimihki para-

d Mama dan alamat dari orang perseorangan a tan badan hukum yang —-

(3)Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saharn —-

f    dan^^tau perubahan kepemikkafi saham anggo^a Direksi dan Dewan-

Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan

lain serla langgal saham itu diperoleh•——^———

(4)Pemegang Saham harus mernberitahukan setiap perpindahar tempal-

Selama pemberitahuan itu belum dila^ukan. maka segala pemanggilan —

(5)Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Dadar Pemegang

(6)Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan —

LDaftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek -

yang ditunjuk Persefoan pada wahtu jam ^ îja.-^————-—-'••



) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro—

Administosi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar —

mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau -

kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan —

bentuk gadai. jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan —

itau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan alas saham. maka -

lihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau

pi hak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatal dan didaftarkan dalam Daftar

peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.—•—

asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -

tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut
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r dengan memperhatikan ketenluan perundang-undangan dan kelentuan -

khususnya peraluran di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini ,

Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen

yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan -.

|  hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima p^mindahan hak

saham harus berbenluk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh —

b Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Koiektif

tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di —

tempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi -

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempal

Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam kelenluan



(7)  Semua pembatasan. larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar in
I    r

1    I  yang mengatur hak unluk memindahkan hak alas saham dan

izin yang dibenkan kepada Perseroan alau ^a I lain yang drsyaralkan oleh

kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga —

puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaflaran itu -

un dang an dj bidang Pasar Modal dan peratutan Bursa Elek di tetnpal —

Mengenai saham Perseroan yang tercatal pada Bursa Etek di tern pat —

dimana saham Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat

pamindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat —

(6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham katena kematian

seorang pemegang saham alau karena sebab lain yang mengakibalkan

pemilikan suatu saham beralih kaiena hukum, da pal meogajukan bukli ~

dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai

dilakukan apabila Direksi dapat men e rim a baik atas dasar bukti-bukti hak

i tu dan tanpa rnengurangi ketentuan ketentuan dalam Afiggaran Dasar



(1)Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan

dengan kebutuhan Petseroan. sekurang-kurangnya tefdiri dati 3 (t iga) —

apahila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil —

Direktur Utama.—--

c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang terkait —

13] Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang

pendaftaran pemindahan hak ata^ saham harus tunduk pada peraturan

Pemegang saham sebagaimana Qimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) —

huruf a butir i dan ii wajib tidak mengalihkan kepemi^ikan sahamnya —.--

dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman —

(9)   Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan

di Burs;

Modal dan peraturan Bursa Elek di lempat dimana s

Perseroan dicatatkan kecuali untuk hak alas Saham Seri A Dwrwarr

yang titlak dapat dipindatikan kepada siapapunjuga.



perseorangan, yang memenuhi persy

c.Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama meniabat:—

2)Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan —

aris yang dinyatakan bersalah rrtenyebabkan suatu—

sekto r keua ng a n,——

[ 4)   Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan—

a)Pernah (idak menyelenggarakan RUPS tahunan;————

b)Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau —

anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS —

atau pernah tidak mernberikan pertanggungjawaban sebagai -

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada -

, Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, —

kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan -

I d. Memiliki ^omltmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; -

\a saat diangkat dan



Memiliki pengelahuan dan^^tau keahlian di bidang yang dibutuhkan —

Memenuhi persyaratan lainnya sebagairr.ana dileniukan dalam ayat -

i
(4] Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clan ayat-

(3) pasal ini, wajib dimuat dalam sura! pernyataan yang dilandatangani ~

Perseroan. Sural pernyataan tersebut wajib ditehti dan didokumentasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak anggota

Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya —

persyaralan lersebut. berdasar^an bukti yang sa^. dan kepada anggota -

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku—

dikelahui pengangkatan anggola Direksi tidak memenuhi persyaratan. —

anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan —

batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media

pengumuman dengan memperhatikan Kelentuan di bidang Pasar ——

Modai.dan paling lambat 7 (tujuh) ^an sejak diketahui pengangkatan —

anggota Difeksi t idak memenuhi persyaratan. memb^rltahukannya —-—

kepada Menteri di Bidang Hukum untuk dicatat sesual Peraturan



(8)Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan alas nama Perseroan •

batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi —

'  langgung Jawab Perseroan.—

(9)Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh

pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayal (6) pasal ini adalah -

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana —

dalam RUPS lersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna --

dan keputusan rapat tersebut hams disetujui oleh pemegang saham Seri

A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar

ini. Ketentuan ini berlaku |uga unluk RUPS yang diadakan dalam rangka

anggota Direksi oleh Da wan Komisaris. Para anggota Direksi diangkat -

(11] Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota

2) a Para anggola Direksi diangkat unluk jangka waktu tertiitung sejak



mengang^atnya dan berakhif pada penutupan RUPS Tahunan yang -

ke-5 (lima) setelah langgal pengangkalannya, dengan syaral t idak

bolah melebihi jangka waktu 5 (lima) lahun, dengan memperhatikan •-

dengan tidak mengurangi hak dan RUPS untuk sewaktu-waktu dapat -

(14)Alasan pemberhentian anggola Direksi sebagaimana dimaksud pada —

ayat (13) pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota --

a. Tidak /kurang dapat memenuhl kewajibannya yang telah disepakati —-

j  d. Terlibal dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara. -

| e Melakukan lindakan yang melanggar etika dan/atau kepalutan yang —

I seharusnya dihormati sebagai Direksi;——



I  f.  Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai-

g Mengundurkandin;^——

h Alasan lainnya yang dinilai lepa! oleh RUPS demi kepentmgan dan —

(15) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada -

lyai (14) pasal ini diambil setelah yang bersangkulan diberi kesempatan

(16] Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) —

|  huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak normal. -

anggota Dewan Komisans tidak boleh ad a hubungan keluarga sedarah -

sampai dengan derajat ketiga, baik menu rut garis lurua maupun garis ke

^amping, atau hubungan semenda^hubungan kekeluargaan yang timbul -

karena ikatan per^awinan. termasuk menantu atau ipar.—

(15) Oalam ha I terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) pasal

ini, RUPS berwenang memberhentikan salari seorang di antara mereka,-

{19) Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan^atau tunjangan

'  lainnya termasuk tartfiem dan saniunan purna jabatan yang jumlahnya —

I

(20) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun tend a pat satu jabatan atau

tebih anggota Direksi lowong ——————

a. Dewan Komisans menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain-

1 untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut -



•mperhatikan ketentuan di sektor Perbankan, RUPS wajib

menyebabkan anggota Direksi berju-ntah kurang dan 3 (tiga) salah -

satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur —

Utama atau direktur lalnnya yang diwajibkan oleh ketentuan dl sektor

j    Perbankan—-

I  lambat 90 (sembilan puluh) hari seja^ terjadinya lowongan jabatar -

sebagaimana dimaksud pada huruf b..—

) Da lam ha I jabatan Direksi lowong karera terdapal anggoia Direksi yang -

berakhir masa jabalannya dan RUPS belum menetapkan pengganlinya.

maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabalannya —

tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalan^an pekerjaanya —

sebagai anggota Difeksi dengan ^ekuasaan dan wewenang yang sama.

dengan kelentuan anggoia Direksi yang telah berakhir masa jabalannya

a Direksi Perseroan lowong. maka dalam waktu paling lambat

diselenggara^an RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi

Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi

yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk-

sntara Perseroan dlurus oleh Oewan Komisaris, dengan



bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana —

sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkulan —

hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan din dan jabatannya —

Direksi yang mengundurkan diri , maka anggota Direksi yang —-

bersangkutan wajib menyampaikan peimohonan pengunduran diri —

secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-—

(sembilan puluh) ban setelah diterimanya sural pengunduran diri —

masyarakal dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) -

1)Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagalmana

2)Hasll panyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam —



f.Direksi yang mengundurkan dm baru bebas dari tanggung |awab —

I setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS—

mengakibatkan jumlah anggola Direksi menjadi kurang ^ari 3 (t iga) -

orang. maka pengundurgn diri tersebul sari apabila lelah diletapkan -

oleh RUPS d^n telah diangkat anggota DireKsi yang baru, sehingga •

a.Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam —

kekuatan huku^ yang tetap atau ditaruh di bawah pangampuan ^—

'  (25) Kelentuan sebagaimana dimaksud pa da ayal (24) huruf I termasuk letapi

jabatannya berakhir, kecuaii berhenli karena meninggal dunia. maka --

yang barsangkutan wajib menyampalkan pertanggungjawaban atas



tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya —

(27) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara —

oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka -

indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan

1  a   Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara —

tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkulan disertai alasan —

b  Pemberitahuan sebagairriana dimaksud dalam huruf a disampaikan -

dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sate I ah ditetapkannya -

menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan —

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiti—

d.  Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -

Dengan lampaunyajangka waktu penyelenggaraan RUPS•——

mengambil keputusan. maka pemberhentian sementara tersebut ^—



Pernbatasan ^ewenangan pad a huruf c bettaku sejak kepulusan -—..

pemberiientian sementara oleh Oewan Komisaris satnpai dengan—

1)  Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan

g.  Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurufd, anggota Direksi

I  yang bersangkutan diberi kesempatan untuK membela dirt...

h.  Pemberhentian sementara ttdak dapal diperpanjang atau dttetapkan

I sementara diny8^akan ba^al sebaQai^riana dirnaksud pada huruf e.^—

[ i. Acabila RUPS membalalkan pemberhentian sementara atau lerjaQi -•

I     keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi

yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya Kembali—

I |   Dalam hal RUPS menguatkan kepulusan pember^entian semenlara.

I |

| k.  Apabila anggota Direksi yang diberhentikan se^entara tersebut tid.

I   Ii     hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota

|  menggunakan haknya untuk membela dlrinya dalam RUPS dan tci

\   menerima kepulusan RUPS.—-

masyarakat dan rnenyampaikan kepada OJK mengenai-



k dalam

I  (29) Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak tern

2)  Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabul atau menguatkan

tersebut pada huruf d, atau informasi rnergenai batalnya—

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisarls karena tidak —

klu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambal 2 —

a  Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Mil^

b  Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan -

d.  Pengurus partai politik, anggota DPR, DPO, DPRD Tingkat I, dan -—

I perundang-undangan.——



bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan-

rseroan sesuai dengan rnaksud dan tujuan Perseroan, dsngan tetap

imperhalikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan —

baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala rial dan segala

kejadian dengan pembalasan-pembatasan aebagaimana diatur dalam --

•an p^rundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau—

|  Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang —

atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu tarmasuk --

pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

| daiUaiau badan lain,-

|  penghasilan lain bagi pekerja Peisetoan berdasarton

ketentuan ayat (28) pa sal int diperlukan perselujuan dari Rapat Dewan -



irkan peraluran ketenagakerjaan Perseroan dan ——

dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan ^

selan]utnya dilaporkan kepada Dewan Kotnlsatis, selanjutnya -

dilaporkan ^an dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;

7) Tidak menagih lagi piulang bunga, denda. ongkos dan piulang -

perbualan-pcrbualan lam dalam rangka penyelesaian piulang —

Komlsaris yang ketentuan dan lala cara pelaporannya ditetapkan

ol^ De^an Komisaris—^,^^—

3)  MelaKukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai —

pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, menglkal -

pengadilan tentang segala hal dan segala ka|adian, dengan —

pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan -

perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Kepulusan ^
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Perseroan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan

Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan —

Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana —

berdasarkan Standar Akunlansi Keuangan dan menyerahkan —

6)Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan —
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8)Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah — -

•10) Memelihara Daflar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah —

Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan —

sebagaimana dimaksud daiani angka A dan af^gka 5r dan~i^

dokumen Perseroan lainnya;——————

1fl)Uenyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang -

Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan —

Komisaris dan Risalah Rapat Direksi. Laporan Tahunan dan —

12)Uengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi —

Perseroan sesuat derigan kelaziman yang berlaku bagi sualu —

!)  Menyusun sistem akuntansi sesual dengan Standar Akuntansl —

Keuangan dan berdasarkan prlnslp-prlnsip pengendalian Intern,

14) Memberikan lapotan berkala menurut cara dan waktu sesuai —

I  dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap —



16)Memberikan penielasan tentang segala hal yang dilanyakan —

,  atau yang diminta anggota Dewan Komisans dan pemegang —

| 18} Memenuhi dan melaksanakan tindakan-iindakan dalam rangka --

rne^enuhi hak-hak pemegang ^aham Seri A Dw^vama „.—..--

sebagaimana terse but dalam Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran -

(3)Dalam melaksanakan tugasnya. Direksi wajib mencurahkan tenaga, —

Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib —

melaksanakan pnnsip-pnnsip profesionaiisme. efisiensi. liansparansi. -

Jkemandinan, akuntabilitas, pertanggungjawaban ssrta kewajaran.

kali diminta oleh Dewan Komisans dan/alau petnegang saham

Seri A Dwiwarna. dengan memperhatikan peratuian—

perundang-undangan kluisusnya peraturan di bidang Pasar



(5)Setiap ang^ota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung |awab --

Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.—

(6)a. Setiap anggnta Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng -

b. Anggota Direksi t idak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian —

1)Kerugian terse but bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;—

2)Telah melakukan pengurusan dengan it ikad baik, penuh —-

3)Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun -

1   I  tidak langsung atas tmdakan pengurusan yang mengakibatkan —

kerugian; dan———

(7)Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah inl hams mendapat persetujuan —

|  a,  MelepaskanVmemindaMangankan dan/atau mengagunkan aset —

Per&eroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang

sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang



b  Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, —-

I  dalam bentuk ker|asama opera si (KSO), keijasama usaha (KSU)

Operale/BTO), Bangun Guna Mililt {Build. Operate and Own/BOO)

dan perjanjian perjanjian lain yang ^empunyai sifat yang sama —

d.Menetapkan struktur orgam^asi 1 (satu) tingkat di ba^vah Direksi;-

e  MelakuKan penyeftaan modal, melepaskan penyerlaan modal —

termasuk perubahan struktur permodalan dengari nilai tertentu —

perusahaan dan penjsahaart palungan yang tidak daiam rangka -

f Mendirikan anak perusahaan dan'alau perusahaan palungan --—

dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komlsaris dengan —

m^mpertiatikan ket^ntuan di bidang Pasar Modal;-"•-

h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilallhan,-
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pemisahan, dan pembubaran anak peiusahaan dan perusahaan

ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk

k.  Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan —

rangka penyelesaian k red it, baik untuk sebagian maupun -

dihapusbuku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan

berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru -

Peiselujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (7^ hurul



a. b. e, I.  g, dan h Pasal ini dengan batasan dan/atau knleria telenlu,

ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Sen

Penelapan balasan dan/atau knleria oleh Dewan Komisaris untuk hal

ssbagaimana ^imaksud ayat (^) ^̂ ur^f ^. bb e. f, g, dan n Pasal mi —

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri -

sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaaan kegiatan usaha

utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutai

dengan memperhalikan ketentuan peraturan perundang undangan.

tidak memerlukan persetu|uan Dewan Komisaris dan/aiau RUPS.—

(9)Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya--

permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direks

Dewan Komisaris harus ^emberikan keputusan sebagaimana dimaksu

| a Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau—

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -

bersill P^rseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaii?

a1u Sama iain f^^upu^ t^d^k, kec^ali &^bagah pel^k^ana kegiatan u^^^

(11)a. Perbuatan-perbuatan <J| bawati ini hanya dapat dilakukan oleh Direk1

I    setelah mendapatkan tanggapan tertulls dari Dewan Komisaris dan



(12]   Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (10] dan (11) yang

diiaKukan lanpa persetujuan RUPS. letap mengikat Perseroan—

sepanjang pihak lain dalam perbuaian hukum lersebul bentikad baik —

(13]   RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang -

kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.—

(14) Kebijakan kepengurusa^ diletapkan dalam Rapat Direksi dengan tetap -

arls. -Komi

1)Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk da lam transaksi —

undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima -

puluh perse n) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan terse but -

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar —

2)Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan —

sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan

3)Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundang-

Komisaris lidak memberikan tanggapan terlulis, maka RUPS dapal —

memberikan keputusan tan pa adanya tanggapan lertulis dari Dewan -



(15*1   Da lam rangka melaksanakan kepengurusan Pefseraan, seliap anggota -

f   Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan alas nama Direksi —

serta mewakili Perseroan sesuai dengari kebijakan dan kewenangan —

Direksi, dengan tetap memperhstikan dan tunduk pad^ ketentuan Pasal -

(16)Apabila l idak ditetapkan lain dalam kebi|akan kepengurusan Perseroan ••

sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), Direktur Utama berha^ dan —

(17)a Apabila Dir&ktur Utama tidak ada atau berhalangan karena seb^b --—

Direksi serla melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur -

melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur —

Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada -

atau berhalangan—

sebab apapun, ha! mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,

maka Wakil Direktur Utama menurijuk secara terlutis anggota Diraksi

yang berwenang melaksanakan tu gas-tug as Wakil Direktur Utama, - -



ataii Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi —

melaksanakan lugas-tugas Diteklur Utama dan/atau Waktl Difetitur —

:. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka da la^ -

hal Direklur Ulama tidak ada atau berhalangan katena sebab apapun,

ha mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur —

tugas Direklur Ulama~—

(18)Dalam hal Direklur Utama tidak melakukan pentinjukan, maka anggota -

Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertlndak untuk dan atas

(19)Direksi unluk perbuatan tertentu alas tanggung jawabnya sendiri. berhak

<   dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk -

(20)Pembagian tugas dan we wen a ng setiap anggota Direksi diletapkan oleti

wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara —

I diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan ^engan peraturan —

' perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar inl.



(1).  Direksi wajlb mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 -

i  (satu) kali dalam setiap buJan^

i  (3)  Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: —

II
(4)  Pemanggilart Rapat Direksi hanjs dilakukan oleh anggota Direksi yang —

|   [  a Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggola —

[   Direksi yang bersangkutan; atau—-

I  b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang —

r   betbenluon dengan kepentingan Perseroan——-

(23)Dalam hal terdapai keadaan sebagaimana dimakstid dalam ayat (22) —

yang berhak mewakili Perseroan adaiah.-

a. Anggola Direksi lamnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan -

benturan kepentingan dengan Perseroan; atau——

:. PihaK lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggola Direksi

atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ^—-



tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat -

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan -

b. Pemanggilan seperti tersebut di alas lidsk diperlukan untuk rapat-rapal

yang (elah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang —

diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir—

Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus mencantumkan —

acara, tanggal. waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan —

I  Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang —

|  memimpin Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh
I

Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang —

Rapal Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Ulama tidak —

hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.



hal Direklur Utama tidak hadlr atau berlialangan, maka salah seorang —

memimpm Rapa( Direksi -——

seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggata Dlreksl —

Dalam hal Direklur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi -

dimaksud pada ayat (9] Pasal ini yang tertua ^alam usia yang bsrtlndak -

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh -

anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi -

hanya dapat mewakili seoraflg anggoTa Direksi lajnnya ———--—

Wakil Difeklur Ulama atau kepada anggola Oireksi lalnnya yang akan —•

meniimpin Rapal Direksi terse but, mengenai apakah la mendukung atau

tidak mendukung lerhadap ^al yang akan dibicarakan dan pendapat Ini --

akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapaf

rijumlah anggola Direksi,-



mjfakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan-

dua) bagian dari jumlah suara yang sa^ yang dikeluarkan dalam rapat —

Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 —

(satu) suara dan lambahan 1 (satu) suara untuk seliap anggota Direksi -

Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam —

rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

Pemungulan suara mengenai din orang dilakukan dengan surat suara ——

tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ---

a.Hasil Rapat sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) wajib dituangkan --

dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang -

b.Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan --



da I am Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang -

menyebutkan alasannya a scar a tertulis dalam aural tersendiri yang —

I. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib •

didokumentasikan ole^ Perseroan.-

;. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota -

i. Direksi dapatjuga mengambil keputusan yang sah tan pa mengadakan

perselu|uan mengenai usul yang diajukan secaia lerlulis serta-

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai k^kuatan -

yang sama dengan keputusan yang diambn dengan sah dalam Rapat -
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T telekonferensi, video konferensi. atau sarana media elektronik lainnya, —

(22) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik —-

kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan

dalam mana Perseroan menjadi salah salu pihaknya harus dinyalakan

sifat kep^ntingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak ~—

berhubungan dengan Iransaksi atau kontiak tersebul —

Komisar^s Utama, dan apab^ la dip^r^ukan seoran^ dian^aranya dapal —

Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang beriaku. ——-————--————^

Komisaris tidak dapat bertindak sen din-send I r i. metainkan berdasarkan —

I b.  Peraturan perundarg^undangan di bidang Pasar Modal; dan



c  Petaluran perundang-undangan lain yang berlaku dan yang —----

[   terttail dengan kegiatan usaha Perseroan.-———-

| (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang —

. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan setama menjabat:

1)Tidak pernah dinyatakan pail it;__

2)Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota —

I Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

3)Tidak pernah dihukurn karena melakukan tindak pidana -—

yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan

4)Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota —

a)Pern ah tidak menyelenggarakan RUPS lahunan;—

b)Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi —

dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak —

diterima olah RUPS atau pernah tidak memberikan -

dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; --

c)Pemah menyebabkan perusahaan yang memperoteh



e, Msmiliki pengetahuan dan^atau keahlian di bidang yang dibutuhkan -

dibuktikan dengan sural pernyalaan yang ditandalangani oleh calon ~—--

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), balal karena hukutn -

sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui —

tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah. —

dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan

aecara tertulis. dengan mempe^atikan peraturan perurdang-undangan

I    diketahui pengangkatan anggola Dewan Komisaris tidak memenuhi

memenuhi kewajiban menyampaikan laporan ahunan

itmen untuk mematuhi peraturan perundang--—d. Memiiikiko

undangan;-



persyaratan, anggota Dewan Komlsaris lainnya. hams mengumumkan —

baialnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkulan —

persyaratan memberitahukannya kepada Mentefi di Bidang Hukum untuk

Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroai -

oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan—

mengikat dan menjadi tanggung |awab parseroan. -————

(10)Pefbuatan hukum yang dila^ukan untuk dan atas nama Perseroan oleh --

batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan -

rnenjadi tanggung jawab priba^i anggota Dewan Komisaris yang -—^

bersangkutan.-—

(11)Selain memenuhi kriteria sebagaimana dlmaksud pad a ayat (3) dan ayat

(4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan~

mempertimbangkan integritas, dedika^l. pemahaman mengenai masalah-

melaks^nakan lugasnya serta pQr&yaratan Lain berdasarkan peraturan —

(12)Para anggota Dewan Komisaris diangkal dan diberhentikan oleh RUPS

I    dimana dalam RUPS tersebui dihadiri oleh pemegang saham Seri A —



Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebul hams disetujui oleh pemegang -

Ketentuan ini berlaku jug a untuk RUPS yang diadakan dalam rangka —

mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara ———

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang —

(13)Keputusan RUPS mengenai pengangkalan dan pemberhentian anggota

Dewan Komisans juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkalan

dan pemberhentian tersebut. Dalam hal ^UPS tidak menetapkan, maka

pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut --

(14)a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung

sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan -

berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (l ima) setetah —

tanggal pengangkatannya, dengan syaral tidak boteh melebihi jangka

perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak —

Komisaris dapal diangkal kembali oleh RUPS untuk satu kali masa —



berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebulkan alasannya.-—

(16)Alasan pemberhentiart anggota Dewan Komisaris sebagaimana ——~--

a.Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-

d.Meiakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang

mempunyai ^ekualan hukum yang tetap;—————

sebagai ma ria dimaksud pada ayat (16) hurula sampai dengan huruf (. —

anggota Dewan Komisaris dapal diberhentikan oleh RUPS berdasarkan

alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan lujuan

(18)Kepulusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada -

(19)Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16] -

|   huruf c dan huruf e meiupakan pemberhenlian dengan lidak hormal —



Komisans dengan anggoia Direksi iidak baleh ada hubungan keluarga —

sedatati sampai dengan derajat kettga, baik menurut gatis lurus maupun

gans kesamping, atau hubungan se-menda^hubungan kekeluargaan yang

21) Daiam hal letjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka

(22)Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komi sans diatur oteh —

mereka sen^m. dan unluk kelancaran tugasnya D^wan Komisans dapat

dibantu oleh Sekrelaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan —

(23)Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabalan atau

lebih anggola Komisatis lowong :-

a   RUPS wajib diselenggarakan unluk mengisi jabatan lowong tersebut

apabila menyebabkan anggola Komisaris berjumlah kurang dari 3 —

lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Eorjadinya lowongan jabaEan —

(24)Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota —

Dowan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang

dengan kewenangan yang sama dengan kelentuan dalam waklu paling
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(25) a. Secrang anggota Dewan Komisaria berhak mengundurkan diri dan —

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS utituk memutuskan—

permohonan pengunduran diri anggcMa dewan komisaris dalam jangka

waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat

masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) —

hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota -

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil —

. Sebelum pengunduran din beriaku efeklif , anggota Dewan Komisaris -

yang bersangkutan telap berkewajiban menyelesaikan lugas dan ---—

tanggurtg jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri—

pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak —

pengunduran dirinya dalam RUPS.



g Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri setimgga —

m^ngakibatkan jumlah anggota D^wan Komisaris menjadt kurang dari

diletapkan oleh RUPS dan telah diangkal anggola Dewan Komisans --

yang baru, sehingga memenuhi persyaralan minimal jumlah anggola -

i) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:—

a. Pengunduran dirinya telah efektil sebagalmarm dimaksud ayat —

e.Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyal —

kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan —

f.Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan—

I   Komisaris berdasarkan Anggaran Oasar ini dan peraturan —-

] Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f  termasuk tetapi t idak terbatas -

) Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah

masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunla,



[indakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS -

(29)Anggota Dewan Komi saris dilarang memangku jabalan rangkap sebagai:

a. Anggota Direksi pada Badan usaha Mi ik Negara, Badan Usaha. Milik

Pengurus parlai polit ik dan/atau calon/anggota DPR. DPD, DPRD —

Tingkal I. dan DPRD Tmgkal I! dan/atau calon kepala daerah/wakil —

pe ru nda n g -u n d a nga n, d a n/ata u———-

(30)Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasil itas

termasuk tantiem dan santunan puma jabatan yang jenia dan jumlahnya

Tug a3, We wen a ng dan Kawajiban Dewan Komisaris —--—•—

(1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan lerhadap kebijakan -

I Perseroan maupyn usaha Perseroan yang dila^ukan oleh Direksi serta -

memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap —

pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan. Rencana Kerja dan

Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan



pada ayat (1). maka :

1)Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas —

2)Memasuki pekarangan. gedung. dan kantor yang dipergunakan oleh

3)Meminta penjelasan dari Direkst dan/atau pejabat lainnya mengenai

4)Mengetahui segala kebtjakan dan tmdakan yang telah dan akan —

5)Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan -

sepengetahuan Direksi unluk menghadiri rapat Dewan Komisaris;—

Komite Pemanlau Risiko dan komila-kotnile lain, jika dianggap perfu

10)Melakukan lindakan pengurusan Peraeroan dalam keadaan tertentu

I   unluk jangka waktu tertentu sesuai dengan katentuan Anggatan -—



12)Menghadin rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap ha!

13)Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak -

bertentangan dengan peraturan pecundang-undangan. anggaran —

Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang —~

disiapkan Direksi, sesual dengan kelentuan Anggaran Dasar inl;—

pendapat dan saran kepada RUPS mengenai set lap masalah yang -

A) Melaportan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabi la —

5)Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan

6)Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang -
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Mematuhi Anggaran Dasar ini dan petaturan perundang-undangan —

serta prinsip-prinsip profesionahsme, efisiensi, Iransparansi, —-

Direksi untuk ^epentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

sebagaimana diaturdalam peraturan perundang-undangan dan-

9)Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemil ikan sahamnya —

dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;-

11)Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau —

memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang —

12)Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan -

(3)  Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan



a.Setiap anggota Dewan Komisans bertanggung jawab secara langgung

renteng atas kerugian Perse roan yang disebabkan oleh kesalahan atau

keialaian anggota Dewan Komisans tialam menjalankan tugasnya.-

b.Anggota Dewan Komisaris t idak dapat dipertanggungjawabkan atas —

1}   Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ~

2)Tclah melakukan pengawasan dengan itikad baik. penuh ——

3)Tidak mempunyai benturan kepontingan baik langsung maupun

tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapal Dewan —

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali —

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaklu-waktu atas



(5)Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris —

Utama dan dalam hal Komisaris Ulama berhalangan. hal mana tidak —

perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan —

kepada pihak manapun maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah —

apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak —

ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh

anggota Dewan Komisaris yang hadlr dan dlpllih dalam Rapat tersebut.--

(7)a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis

dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada seliap anggota —

Dewan Komisans dengan tan da terima yang memadai. atau dengan ~

pos tercatat atau dengan jasa kunr alau dengan telex, (aksimili alau —

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan —

tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkatjika dalam keadaan

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk ra pat-rap at
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mencantumkan acara tanggal. waklu dan lempat r a pal.  Rapat Dewan —

Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di

iO] a Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil

Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang —

memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan

Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota —

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang —

memimpin rapat Dewan Komisaris apaoila pada saat yang bersamaan

Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan —

b. Apabila RUPS tidak mengangkal Wakil Komisaris Ulama, maka dalam

Dewan Komisaris dipimpin oleh seoran^ anggoia Dewan Komisaris —

(11)Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota

Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan —

Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil kepuiusan yang —

(12)Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagaiI  (1



(15)Suara blanko (abstain) dianggap menyetuiui usul yang diajukan dalam —

rapat Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

(16)Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ——

t^riutup t^npa tanda tan^an, s^dangkan pfimun^utan suara msngenai —

hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapal menentukan lain —

tanpa ada k^b^ratan berdasarkan suara terba^yak darj yang hadir.-——

musyawarah untuk mufakat. Jika kepulusan berdasarkan musyawarah —

pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang -

a  Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan -

dalam Risalah Rapat Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang -•

anggota Dewan Komisaris iebih dan salu orang. maka anggota Dewan ---

Komisari^ sebagaimana dimaksud pada ayat 0^) Pasal ini yang tertua ---

ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu -

14)Dalam Rapat Dewan Komisaris. setiap anggota Dewan Komisaris berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap •-

anggola Oewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapal



ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan

b Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayst (3) wajib dituangkan -

dalam Risalah Rapal. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang -

ditandaiangani oleh seluruh anggota Dewan Komisans dan anggola —

Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggola Dewan -

Komisans dan anggcta Direksi.—

Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud

alasannya secara tertulis dalam s u rat terse ndiri yang dilokatkan pada -

r isalah rapat—

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib -

Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan buktl yang sah untuk para

Dewan Komisaris dapat jug a mengambil keputusan yang sah tanpa —

anggola Dewan Komisaris (elah diberitahu secara tertulis dan semua -

anggota Dewan Komisaris memberikan perselujuan mengenai usul —

yang diajukan secara terlulis serta menandalangani persetujuan



I  b Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -

| yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -

secara fisik. maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat —

(21)Setiap anggola Dewan Komisaris yang secata pribadi dengan cara --

mempunyai kepentingan dalam sualu Iransaksi. konlrak alau kontrak —

yang diusulkan dalam mana Perse roan menjadi salah salu pihaknya, —

(1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan—

Perse roan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:-

a.Misi, sasaran usaha, strategi usa^ai ksbijakan perusahaan, dan —

d. Hal lain yang memertukan keputusar O^wan Komisaris. —————-



(2) Oewan KomisaTis wajib menyusun progra^ kerja Dewan Komisaris yang

nenjadi bagian yang tidak lerpisahkan dan Rencana Keria dan ——

^nggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direks^ sebagaimana ~

lei ah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada -

Dewan Komisaris, paling lambal 30 (liga puluh) han sebelum tahun buku

perundang-undangan yang b6flakuL untuk mend^patkan per^eiujuan --- -

(4) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui

oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (liga puluh) han setelah tahun -

Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan be]urn

dis^mpaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran—--

dengan tanggal 31 (tiga puluh saUi) Desamber lahun yang sama Pada -

akhir Desember tiap tartun. buku Perseroan dilutup -



f    Anaiisis dan pembahasan manajemen,--—

g  Ta!a ketola Petseroan,___

(3) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan -

yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang -

baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dark laporan —

tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

{A) Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah —

diaudit oleh akuntan pubhk, yang telah dilandaiangam oleh seluruh -—-

anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris unluk ditelaah —

dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tanunan untuk -

ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan -

Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling



^nandatangani laporan tahunan dimartsud hams disebulkan alasannya

cara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat -

(7) Dalam hal lerdapat anggola Direksi atau anggota Dewan Komisans yang

tidak menandatangani lapotan tahunan sebagaimana dimaksud pad a —

ayat (5) dan tidak member alasan secara lertulis, yang bersangkutan —

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS —

Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku --

(9)Persetujuan laporan tahunan. termasuk pengesahan laporan keuangan —

keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan-

(10)Persetujuan atas Laporan Tahu^an l^rmasuk ^̂poran lugas p^i^gawasan ^

oleh Dewan Komisans dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS ~

Tahunan, berarti membenkan pelunasan dan pembebasan kepada para

yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu. sejauti

tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, tBrmasuk laporan —

lenganketentuanyangberlaku.-



;11) Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud -

pada ayal {A) tiarus disediakan di Kan tor Pusal Perse roan sejak langgal

(12)Persetoan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan

;2| Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli laporan —

n dan lapor^n tahunan. --—•-^.—.—— i——i ——^r————-

sewaklu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan -—

(4)Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat •

penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----

(5)Direksi wajib menyampaikan laporan tr lwulanan kepada Dewan Komisaris

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan -

(1) RUPS dalam Perseroan adalah 



(2] Vang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS" -

dalam Anggaran Dasar ini betarti, baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS

a  Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan --

Pereeroan dapal melaksanakan RUPS socara elektronik yailu —-

pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media —

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

1) Sislem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS)

Pe^yimpanan dan P^ny^le^aiao yang ditunjuk oleh OJK, atau —

pihak lain yang dpselujui oleh OJK atau -—-—-

Penyedia e-Rups, sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal --

(4| Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS -—

I  dapat dise^eng^ara^an alas permintaan pe^negang saham ata^ De^an ----



(5) Permintaan Penyelenggaraan RUPS :-

2)Permintaan senrang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-

seluruh saham dengan hak suaia yang sah—_^_._

3|  Dewan Komisaris. ——--—

b.Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ^ni diajukan —

[  c.   Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan -

4)Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan --

|  Anggaran Dasar ini—~-

I  e  Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana -

penilaian Direksi telah memenuhl persyaratan dalam huruf d ayat mi.—

lambat 15 (lima belas) hari terhltung se]ak tanggal



permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pad a —-

huruf a ayat ini diterima Direksi.—•————

Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mala acara rapat dan —

pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5

(lima) hari kerja sebeium pengumuman sebagaimana dimaksud dalam

h   Dalam hal Oireksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana

I
I  dimaksud dalam huruf (ayal im alas usulan pemegang saham—

sebagaimana dimaksud dalam fwruf a ayal ini butir 1) dan 2), dalam -

jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Direksi wajib —

1)Terdapat perminlaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang —

Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana  |

dimaksud pada hurul h ayal ini atau jangka waklu 15 (lima belas) har

pemegang saham paling lambat 1G (lima belas) h^h terhitung sejak —

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

k   Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mala acara -



dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam

1)Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang —

Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman —-——-

sebagaimana dimaksud pada huruf 1 ayal ini alau jangka waktu 15 —

(lima belas) hari telah terlampaui. pemegang saham dapat mengajukan

permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan -—

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

Pemegang saham yang teiah memperoleh penetapan pengadilan —

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (S) huruf a butir 3) ayat ini, dalam

jangka waktu paling lambat 15 (lima belas] hari terhitung se|ak-

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi

1)  Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dan Dewan —

•11



1 dimaksud pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) har

pemegang saham paling lambat IS (lima belas) hari teihilung sejak -

tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o ay^l ini -

Dewan Komisaris wajib menyampaikan pembentahuan mata acara -

Prasedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi —

sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g ayat ini. Dewan —

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam hii'ul j dan q ayat ini dan

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam hurul n ayal ini —

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar mi.—

pemegang saham dan nama pemegang saham yang ——



RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku -—

a   Dir^Ksi f^^nyampaikan laporan (ahunan sebaQairnana dimaksud pada

c.Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Olontas

Jasa Keuangan sebagaimana yang dlusulkan oleh Dewan Komisaris, -

J   berjalan, termasuk audit pengandalian internal atas pelaporan

gang Saham Tahun^nPem-RapatUm

pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan ^

ilakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.



(1 ] Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -

(2) Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republlk 

keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di

(3) Perselujuan la poo n tahunan lermasuk pengesahan laporan keuangan

serta laporan tug as pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh ^

RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -

sepenuhnya kepada para anggcta Direksi dan Dewan Komisaris atas —

pengurusan dan p^ngawasan yang lelah dijalankan selama tahun buku —

yang lalu, s^auh lindakan tersebul lereermin da lam iaporan tahunan dan -

laporan keuangan kecuali perbualan penggelapan. penipuan dan lindakan

pidana lainnya.--

) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan --

ik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan tiisloris

nan wajib diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan-

iluran di bidang Pasar Modal.———

Rap at Umum Pe me gang Saham Lainnya ——-

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk —

dan Waktu Penyelenggaraan RUPS —



Indonesia, yaiiu diadakan di—-

c Ibu kcta provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha

(3)Dalam menyelenggarakan RUPS. Perseroan wajib memenuhi kelenluan -

(4)Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai

a   Perseroan wajib menyampaikan pemberilahuan mata acata RUPS —

kepada OJK paling lambal 5 (lima) han kerja sabelum pengumuman -

RUPS, Qengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.-

Mata acara RUPS sebagai ma na dimaksud pada huruf a ayal mi wajib -

dimaksud pada huruf b ayat mi, Perseroan wajib menyampaikan—

perubahan mala acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat

laku unluk pemberilahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang



Dalam hal RUPS diselenggarakan alas petmintaan pemegang saham

alau Dewan Komisaris sebagaimana dimakaud dalam Pasal 20 ayat --

(6). selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayal ini,--

pengumuman RUPS sebagaimana dirnaksud pada huruf a ayat Ini, —

waiib memuat intormasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS ••

karena adanya permintaan dan pemegang saham atau Dewan  '

.  Dalam hal RUPS marupakan RUPS yang hanya dihadiri oleti-

dimaksud dalam iiuruf b dan hurul c ayat ini, pengumuman RUPS

wajib memuat juga keterangan: —

I  menyelenggarakan RUPS aebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 —

Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -

saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan —

RUPS, dengan ttdak memperhilungkan langgal pengumuman dan

I) Tanggal pemanggilan RUPS.



1)RUPS selanjutnya yang direncana^an akan diselenggarakan jika--

2)Pemyataan tentang fcuorum keputusan yang disyaratkan dalam •-

(6) Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan -

sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat im adalah:———

2)  1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu -

per dua puluh) atau lebih dari jumiah seluruh saham yang —

Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat -

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
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membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut pe ni l a fan Direksl telah

pemegang sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratsu

Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham -

Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat Ini —

5)Mala acara rapal lermasuk pen|elasan alas setiap mata acara —-

teraebut;dan——

pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS dis^lenggarakan, yan^

'  dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau



untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham --

menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 —
I

a.RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat •

\   10(sepuluh] hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu| hansetelah —

c  Dalam pemanggilan RUPS kedua hams menyebutkan RUPS pertama

lelah dilangsungkan dan lidak mencapai kuorum kehadiran. Kelenluan

ini berlaku tanpa mengurangi peraturan di bidang Pasar Modal dan

peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di

d  Dalam hai Perseroan ttdak melakukan RUPS kedua dalam jangka —-

waklu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat mi, Perseroan wajib •

Dalam ha RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum

kehadiran. maka Perseroan dapat meiakukan RUPS ketiga, dengan-

ketentuan sebagai berikut:



I
b.Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat  ini harus

disampaikan kepada OJK paling lambal 14 (empat be las) hari setelah

1)Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran —

3)Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan ~—

i  kuorum RUPS kedua; dan

nendapatkan penetapan dan OJK sebagaimana dimaksud dalam—

pemegang saham, yang Oapat diakses dan diunduh melalui situs web

Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib —

tersedia sejak tanggal dilakukannya pern an ggi Ian RUPS sampal



mengatyr kewajiban ke terse dia an bahan mata a car a rapal lebih awal -

bahan mata acara rapat dimaksud mengikuli ketenluan peralutan —-

Pada saat pelaksanaan RUPS. pemegang saham berhak memperoleh

[11)Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang

Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan foimulir petnyataan —

Independen; dan --——_

b.Apabila di kemudian han tsrbjkti bahwa pernyataan tersg^ut tidak —-

(12)Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan kelentuan sebagai —

a.Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat —

[  peru bahan intormasi da I am pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -

b.Dalam hal perubahan intormasi sebagaimana dimaksud pada huruf —

a ayat ini memual pruoahan langgal penyelenggaraan RUPS



I dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan

RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan —

laksud pad a huruf b ayat Ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak'—

a.Kewajiban melakukan pengumuman. pemanggilan. raiat pemanggilan.

sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui —

paling sed ikit:—

lam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa

b.Pengumuman yang menggunakan batiasa asing sebagaimana —•—

dimaksud dalam huruf a wajib memuat informasi yang sama dengan -

informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

c.Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan-

IIndonesia sebagaimana dimaksud pad a hutuf b. informasi dalam——



media pengumuman. pemanggtlan, ratal pemanggilan, pemanggilan —

I
| dimaksud dalam huruf a sampai dengari huruf c ayat ini dtlakukan —

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa as ing, dengan ketenluan bahasa

Pasal 24—-

! (1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -

a.  Pimpinan RUPS adalah anggala Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -

I ber^alangan hadir. maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.——-

c.  Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi —

t idak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada —

huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir

Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepenlingan -

dengan mala acara yang akan dipuluskan dalam RUPS. maka RUPS



kepentingan, RUPS dipimpin oleh saiah satu anggota Direksi yang —

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk

memimpiri RLJPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara -

g.  Dalam hal semua anggota Direksi ^empunyai benturan kepentingan, -

pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang

dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham

b.Pokok-pokoktatatertibRUPSsebagaimanadimaksudpadahurufa -

(  penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:



3)Mekanisme pengambilan keputusan tarkalt mata acara rapat;dan—

4)Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan —

Risalati RUPS dibual dalam bahasa Indonesia Risalah RUPS tersebut

menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak -

Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatanganl oleh pimpinan rapat —

dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari -

Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan -

apabila risalah RUPS tersebut dibual dalam bentuk akta berita acara -

Pemegang Saham Independen risalah RUPS wajib dibuat dalam --—

bentuk akla berita acara RUPS yang dibual oleh notaris yang terdaftar

notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa —

Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib



disampaikan kepada OJK paling lam bat 30 (tig a puluh) han setelah --

Dalam hal wa^tu penyampaian rlsalah RUPS sebagaimana dimaksud -

sera an wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan —

^bagai benkut:-

Ringkasan risalah RUPS wajib msmuat informasi pali^g kurang:•—

1)Tanggal pelaksanaan RUPS, (empat pelaksanaan RUPS, waktu -

2)Anggota Direksi dan anggola Dewan Komisaris yang hadir pada -

3)Jumlah saham dengan hak suara yang sa^ yang hadir pada saat -

mempunyai hak suara yang aah.-

Ada tidaknya pemberian kesempalan kepada pemegang saham --

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau membehkan pendapat —

5)Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau

membenkan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang —

sahamdiberikesempatan,——-—

7)Hasil pemungutan suara yang meliputi  jumlah suara setuju, tldak-

pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;



8)Keputusan RUPS; dan—--—

9)Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham

yang berhak, jika terdapat k^puiusan RUPS teri^ait dengan—--

pembagian dividen tunai.—---

Ringkasan nsalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib

sebagaimana dimaksud da lam Pasal 24 ayat (3) dan (4) serla Pas a I 23

ayal (13) mulalis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh

pemegang saham yang lelah memperoleh penetapan ketua pengadilan

regeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayal (6) huruf n dan —

penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Kcmisaris sebagaimana dimaksud

Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakill lebih dari 1/2 (salu per -

dua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah —

dan kepulusan ad atari sah |ika diselu|ut oleh lebih dan 1/2 (satu per —

dua) bagian dari fumlah seluruh saham dengan hak suara yang nadir -

dalam RUPS kecuali Anggaran Dasar mi menentukan Jumlah kuorum -

yang lebih besar;



b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a —

lidak lercapai. maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikal apabila dihadin oleti pemegang saham yang

mewakili paling sedikit 1/3 (salu pertiga) bagian dan jumlah seluruh --•

saham dengan hak suara yang sai^ dan keputusan adalah sah jika —

disetuju oleti lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Anggaian •

diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil •

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dan saham dengan hak

suara yang sah dalam kuorum kshadlran dan kuorum keputusan yang

d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS —---^-—

sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga—

untuk kuorum kehadiran dan kuorum kepulusan RUPS untuk mata --

a car a Iransaksi material dan'atau psrubahaan kegiatan usaha. Kecuali

kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dan 50% (lima puluh peisen)

lumlah kekayaan bersih Peiseroan dalam 1 (satu) iransaksi alau



deng^n kstentuan sebagai berikut:—

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Sen A Dwiwarna dan para

empat) Dagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-

dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A

Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka -

yang sah yang bersama-sama mawakili lebih dari 3/4 (tiga per empal)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan halt suara yang hadir dalam

RUPS;-

b Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a —

tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri —

oleh psmegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham —

lainnya dan/atau wakif mereka yang sah bersama-sama mewakili ——

dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika diseiujui --

oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham

lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili

dimaksud huruf b tidak tercapai. RUPS ketiga dapat diadakan dengan -

keientuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika —

dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -



atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri —

dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Qwiwama --—-——--•

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum kepulusan RUPS yang hanya dihadiri —

pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan di —

|    dan 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -

suara yang sah yang dimiliki cleh pemegang saham independen dan ^

independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari —•

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimil iki oleh

tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri —-

oleh pemegang saham independen yang ^ewakili lebih dari 1/2 {satu

perdua) bagian dari ^umlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang dimiliki oleh pemegang ^aham independen dan disetujui oleh —

lebih dari 1/2 {satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang —

dimiliki oleh pemegang saham independen yang nadir dalam RUPS,

dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketlga dapat diadakan —

dengan ketentuan RUPS keiiga sah dan berhak mengambil keputusan

jika dihadiri oleh Pemegang S^ham Independen dari saham dengan -

hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh —



Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) -

saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir —

disetor dalam balas modal dasar dilakukan dengan ketentuan sebagai —

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Se^ A Dwiwama dan para

bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 fsatu per dua) bagian dari—

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan—

disetujui oleh pemegang saham Sen A Dwiwama dan para pemegang^

saham lainnya dan/atau wakil meieka yang sah yang bersama-sama -

mewakili lebih dan 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh—

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dlmaksud dalam huruf a —

Pasal inl t idak lercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila

dihadiri oleh pemegang saham Seri A D^lwarna flan para pemegang -

saham lainnya dan^atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama -

mewakili paling sedikil 1/3 (satu per t lga) bagian dari jumlah seluruh -

saham dengan hak suafa yang sah dan keputusan harus disetujui oleh



lamnya dan/atau wa^il mereka yang sah yang bersama-sama mewakili

lebih dari 1/2 (satu per dua} bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hah suara yang hadir dalam RUPS.—

p Datam lial kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ———-

dimaksud huruf b tidak lercapai. RUPS keliga dapat diadakan dengan

dihadm oleh pemegang saham dan saham dengan hak suara yang —

sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan

pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang —

bersama-sama mewakili paling sedikit 2^3 (dua per tiga) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan

harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para -

pemegang saham lainnya dan^atau wakil mereka yang sah yang —

bersama-sama mewakili lebih dan 2/3 (dua per tiga) bagian dan

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -

b.Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam tturul

[dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwama dan para pemeganc



saham lamnya dan/a tan wakii mereka yang mewakili paling sedikit --

3/5 (liga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak —

suara yang sah da^ keputusan disetujui oleh percegang saham -----

Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lamnya dan/aiau waki!

mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu

per dua] bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

Dalam hal kuorum kertadiran pada RUPS kedua sebagaimana -

keputusan jika dihadtri oleh pemegang saham dari saham dengan —

hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan —

ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A

(6) Dengan m^ngindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan,

beisama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (l iga per empat) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan —

harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para



bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (t iga per empat) bagian dari -—

1. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a —

tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadin -

oleh pemegang saham Sen A Dwiwarna dan para pemegang saham -

lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikjt 2/3 (dua

per t iga) bagian dan jumtah seluruh saham dengan hak suara yang —

sah dan kepulusan disetujui oleh pemegang Saham Sen A Dwiwarna

mereka yang s^h yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (t iga per

empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang —

dimaksud huruf b tidak tercapai R'JPS ketiga dapat diadakan dengan

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika —

dihadin oleh pemegang saham dan saham dengan hak suara yang -

sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum kepulusan yang drtetapkan

I (7) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasif ikasi saham, RUPS

pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas —

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan —



RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga

per empat) bagian dan jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham

tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS —-

kedua sah dan berhak mengambil kepulusan jika dalam RUPS

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham —

pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak

Kepulusan RUPS sebagaimana dimaksud pada hutuf a dan huruf b -

diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil

saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam —

kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang diletapkan oleh OJK

Dalam hal klasifkasi saham yang terkena dampak atas perubahan —

hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tldak mempunyal —

mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak --



Dalam hal ralat pemanggilan lidak mengakibalkan pemanggilan ulang

sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 23 ayal 12 hurul c, pemegang -

saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham —

(9) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa

n 1 fsalu) hati kerjadalam daftar pemegang s

sebelum pemanggilan ulang RUPS. —

pemegang saham yang namanya tercatal dalam daftar pemegang —

saham Perseroan 1 (salu) hah keija sebelum pemanggilan RUPS. —

pemegang saham yang berhak hadir, yaitu sebagai berikut:—

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum—

dalam Pasal 23 ayat 12 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir

dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat —
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berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-
I

elektonik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara —

(11)Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan —-

boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan

ra anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai —

yang bersangkutan ditarang berlindak sebagai kuasa dan pemegang —

saham Dalam hal kuasa dibenkan secara elektronik, Anggota Direksi, -

(12)Dalam RUPS tiap saham memoerikan hak kepada pemiliknya untuk —

i mengeluarkan 1 (satu) suara.——

Pemegang saham dengan hak suara yang nadir dalam RUPS namun -

saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang —

kuasa untuk seoagian dan jumlah saham yang dimil ikinya dengan suara

yang berbeda. Suara be r bed a y^ng dikeluarkan oleh bank custodian —

atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana —



ggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayal (2). —-

^nggota Dewan Kom^saris. bo^us untuk pegawai. cadangan dana sosiaJ -•

dan lair-lain yang mungkm dibagikan, satu d^n lain dengan tidak -—

mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lainr—•—•—--^^'^^

lam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara —

pembayaran dan benluk dividen dengan memperhatikan ketsntuan —

peraluran perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,

serta peraluran Bursa Efek dilempat dimana saham Perseroan -

dividen lunat, Perseroan ivajib melaksanakan pembayaran dividen —

tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga —

Divrden unluk saham dibayarka^ kepada orang atas nama siapa -——

tcatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal —

yang diteniukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai —

mbayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegan^ —



sebagaimana dimaksud pada ayat mi—--—

(15)Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila KetuaRUPS

(16)Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.—

(17)Dalam ha! kepulusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat—

sebagaimana dimaksud pada ayal 16 tidak lercapai. maka keputusan ••

(19)Pafla saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak ---

(1)Penggunaan laba bersih termasukjumlah penyisihan untuk cad a ng an ---

penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang lercantum dalam nerac,

dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuai

RUPS Tahunan, dalam usul mana dapal dinyatakan berapa laba bersih

yang belum dibagi tersebut yang dapat disi^ihkan untuk dana cadangan -

serta usul mengenai besarnya }umlati di^iden kepada pemegang sahan

alau pembagian lain seperti tansiem (tanti^m) unluk anggota Direksi d^



RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih unluK pembagian I^

(6)Divider sebagaimana diniaksud pa da ayal ^3) hanya boleh dibagikan -

apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang posilif—

(7)Penggunaan laba bersiti untuk tansiem dan bonus, dilakukan sepanjang

tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya da lam lahun

(8)Dividen yang tidak diambil dalam waklu 5 (lima) tahun terhttung sejak -

tanggal ditetapkan untuk p em bay a ran dividen lampau, dimasukkan

Pemegang Saham yang berhak dengan menyampai^an bukll haknya •

alas dividen lersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan cfeng;

syaral pengambilannya tidak seeara sekaligus dan dengan membayar •

(10)Dividen yang telah dim^sukkan dalam cadangan khusus pa da ayat (8)

dan tidak diambil dalam jangka waklu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi

I tiak Perseroan.•

mewakill paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang

telah drkeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan

\   kemamp^an keuangan Perseroan.—^—•——

| (12) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat —
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(2)1 Penyisitiar laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila —

(3)  Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh ^

dilakukan sampai cadangan tersebul mencapai paling sedikil 20% (dua -

puluh persen) dari jumlah modal yaog ditempalkan dan diselof —

Cadangan wajib pada ayai (1) yang belum mencapai jumlah—

sebagaimana dimaksud pada ayal (3) hanya da pal dipergunakan unluk

menutup kerugian Perseroan yang lidak dap at dipenuhi o^̂ h cadangan —

(5]  Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% —

kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagl keperluan

memperhatikan ayat (10) -—

Dalam hal setelah tahun buku berakhlr ternyata Perseroan menderita —

kerugian. dividen interim yang lelah dibagikan harus dikembalikari oleh -

Pemegang Sahatn kepada Perse roan. Direksi dan Dewan Komisaris —

bertanggung jawab secara tanggung renteng alas kerugian Perseroan. -

da lam hal Pemegang Saham lidak da pal mengembalikan dividen interim

pada ayat (11).
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(1)Perubahan Anggaran Dasar ini harus memperhatikan Undang-Undang —

(2)Perubahan Anggaran Oasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan Kelenluan -

kedudukan Perseroan, maksud dan lujuan, kegiatan usaha. jangka waktu '

berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pen gu rang an modal yang —

ditempatkan dan disetor dan status Perseroan tertutup menjadi Perser

lerbuka atau sebaiiknya, wajib mendapat persetujuan darl Men ten di —

Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang lenlang -

(5)Perubahan Anggaran Dasar Ini selaln yang menyangkut hal yang tersebi

|  dalam ayai (4) cukup diberitanukan kepada Menteri di Bidang Hukum —

dengan memperhatikan kelentuan dalam Undang-Undang tentang-

Perseroan Terbatas.

S)   Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut —

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.—

| pemitungan laba rugi-—

Pasal ZB



Pembubaran Perstiroan da pal dilakukan berdasarkan keputusan RUPS -•

mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

ditetapkan oleh RUPS dengan k^t^ntuan ^ebagaimana tercantum daLam -

Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam -

Pasal 30

— Penggabungan, Peleburan, Pengambilalitian dan Pemisahan

sebut.

terlulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi —

beredar secara los^ di lempat kedudukan Peiseroan paling lambal 7-

(tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal —
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Dasar mengikuti undang-undang Perseroan Terbatas, petaturan Pasar Modal

dan peraturan perundang-undangan lamnya dan/alau diput^s dalam RUPS —

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.•

-Selanjutnya pen^hadap bertlnda^ sebagaimana tersebut di atas—

menerangkan dengan ini membetikan kuasa dengan hak substitusi kepada —

saya, Notaris untuk melakukan pengurusan permohonan untuk mendapatkan

tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari 

al 32 -

n Penutupn-KotentKetent

(4)Li^uidator wajib memberitahukan kepada Menteri clj Bidang Hukum dan —

RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidalor alau —

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkailan dengan Perseraan, —

sebagaimana dicalat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud —-



Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubunga

keperluan tersebut dengan rni menyatakan bahwa: —————-——

1.Perseroan mengerti. memahami dan mematuhi semua ketentuan yang —

bawah tangan bermeterai cukup, saat mi Pemilik Manfaat adalah Tuan —

Direksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak Perseroan adalah

Nyonya HAMDAYANI selaku Direktur Konsumer Perseroan yang

disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM, adalah --

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakit; —

6.Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas. berarti siap bertanggung --

jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani

pemyataan yang dibuat oleh saya. Notaris dan dengan ini menyatakan —

batiwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah. dengan —

ih —



demikian membebaskan Saya Notaris dan saksi-saksi darj segala tuntutan

berupa apapun |uga.-•

-Pen g had a p bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di alas, —

sepenuhnya alas ttal tersebut serla membebasKan saya, Notaiis dan saksi—

-Penghadap menyat^kan mengetahui dan memahami isl akta Inl serta—-

-Dibuat s^ba^ai minuta dan diLa^gsurrgkan di Jakarta pada ^ari dan tanggal ~

Palembang. pada tanggal 08-01-1994 (delapan Januari senbu sembilan —

Selatan, Jalan Flamingo JC.17 Nomor05, Rukun Tetangga 001, Rukun-----

Warga013, Kelurahan PondoH Pucung. Kecamatan Pondok Aren; dan—-

01-08-1973 (salu Agustus senbu sembilan ralus tujuh puiuh tiga). Warga -

Negara Indonesia, bertempat ttnggal di Kabupaten Punivakarta. Perurn ——

Panorama Indah Blok J6 Nomor 5. Rukun Tetangga 089, Rukun Warga —
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FATHIAH HELM1, SH

"^ DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notarts di Jakarta

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh say a, Notaris kepada penghadap dan

saksl-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta Ini oleh penghadap. —

s^ksi saksi dan sava Not^ris  •       ••••••     ^ii,„,„„,^__

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan~_,—

-Asll akta ini telah ditandalangani sebagalmana mestinya.


